
BUPATI LUWU 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU 

NOMOR : 97 Tilff 2\J22 

TENT ANG 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 



3.  Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801} ;  

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
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sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
T"'\ - - - - 't- 1 ! 1 -  T - -2 - - - - - ! -  �-'t---·- O.t'\.'l it lt.. T - - - · -  nnn 1'-CpU.UllA J.J..lUUJ.J.COJ..Q. .lCUJ.U.J..1 � U .1. ""I"  J.'IV.11.lVJ. � � � ,  

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 

Keria {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2021 
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Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 2 1 ,  Tai-nbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
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Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1  7  Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

10 .  Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  
Nomor 226); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1  7  Nomor 580); 
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Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157 ) ;  
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tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 569); 
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tentang Karang Taruna [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 1654); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG 
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN. 

B AB I  
KETENTUAN UMUM 

T'\ - - - 1  1.  
.l  Cl..:>a..l .1. 

LE MBA GA 

Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Luwu. 
2 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebazai unsur penvelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu. 
4 .  Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

'tT - 1--- ·- -L--- .l"LCl.UU},JCl.Lc;U.. 

5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati. 

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah 
Kabupaten dibawah Kecamatan. 

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Camat. 
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
1- - - -1 - - - -2 - - · -  - - - 1  ----1 ..1 - -  - -2 - .L.  : - .L. ! - .2 - .L.  --L----L  --- ·-- ..1:-t-- .:  ..:l - 1 - · - -  
Uc;.lUQ.i>CU.AQ..l.l a..:,c:u.-u.:tU.l UC:U..1 Cl.U.GlL .li:tL.lCl.UGlL .:,c;Lc;.l.1.1},JGlL .)'Gl.l.15 U.la.AU.l UC:U.C:U.U 

sistem Pemerintahan Nasion .... 1 A .... - i..--A .... �..:. n......a.-i.. Kabuoaten J. J.J. .l \., \.,J.J.J.J.LCU.J.Cl.J.J. .l 'i Cl.  .lV.l.lCl.J. UCl.J..l U\.,J.Gl.UGl. U.1 .LJGl.\.,J.Cl.J.J. J. UU.J:,IGl.L\.,.l.l. 

9. Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam 
penvelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa. 

1 0 .  Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan 

kerja pelaksanaan pemerintahan Desa. 

1 1 .  Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan 

lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan. 
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wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 

meningkatkan pelayanan masyarakat desa. 

1 3 .  Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selaniutnva disingkat LKK 
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah 
kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan. 

1 4 .  Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga 
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setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan .. 
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1 5 .  Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW merupakan lembaga 
kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT 

diwilayah kerjanya. 
1 6 .  Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang 

selanjutnya disebut PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga 
kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi 
kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, 
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pemerintahan untuk terlaksananya program PK.I{. 
1 7 .  Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah 

pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar 
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk 
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau 
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha 

kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan 
oleh Kementerian Sosial. 
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dalam pembinaan penyelenggaraarr/pengelolaan Posyandu yang 
berkedudukan di desa/kelurahan. 

1 9 . Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, 
mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu. 

2 0 .  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan yang 

selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah wadah yang dibentuk atas 

prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah 
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berkedudukan di Desa/Kelurahan. 
2 1 .  Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Tujuan pengaturan LKD dan LKK, adalah : 
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b. mendayagunakan LKD 

desa/kelurahan; dan 

c. meniamin kelancaran 
desa/kelurahan. 

dan ixx 

pelayanan 

dalam proses pembangunan 

pemerintahan penvelenggaraan 
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Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati, ini meliputi: 
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b. tugas dan fungsi; 
c. jenis LKD dan LKK; 
d. hubungan kerja; dan 
e. pembinaan dan pengawasan. 

BAB III 
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN 

n t A 

1. C1.-::K1.1 .,. 

( 1 )  LKD dan LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah desa atau kelurahan 
dan masyarakat. 

(2} Pembentukan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 } ,  dengan 

memenuhi persyaratan: 
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. berkedudukan di desa/kelurahan setempat; 
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e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan 
f. tidak beraftliasi kepada partai politik. 

(3) Ketentuan lebih laniut mengenai pembentukan LKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur dengan Peraturan Desa. 
(4) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dibentuk dan ditetapkan oleh 

Camat atas nama Bupati. 
(5) Bentuk penetapan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
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merupakan bagia.--i yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 

( 1 )  LKD dan LKK, bertugas: 
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c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b, 
LKD dan LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah 

desa/kelurahan. 
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Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD dan 
LKK memiliki fungsi: 
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah 
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d. menyusun rencana, mclaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan 
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; 

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, 
swadava, serta gotong rovong masvarakat; 

f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan 
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

B AB V  
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Bagian Kesatu 
Umum 

"- __ , ,..,  

.l d. �  I  

( 1 )  Jenis LKD dan LKK, paling sedikit meliputi: 
a. RT; 
b. RW; 

c. PKK Desa/Kelurahan; 
d. Karang Taruna; 
e. Pokja Posyandu; dan/ atau 
f. LPMD/LPMK. 

lO\ T"\ - - - - ! - 4 - 1 -  ..1 - - -  l 1 - - 1- - - - 1- . - -  ..1 - -  - - - - - - - - 1 - - 4  ..1 - - - 4  ----1----.£...-'1- T TTT". ..1 - - -  ,�, .l C.lJ.J.C.l.U.J.LCUJ. UCi:X1/ A.CJ.U.J.CU.J.CU.J. UCU.J. .u.1a.�ycu.C1Ac::U .. ua.pa.L .l..l.lCJ..lJ.UCJ..lLU.A. .LIJ.'lo...L.I UC:U..l 

LKK selain sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada 
avat (1 )  ditetapkan daJarn Peraturan Desa. 

(4) Jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  ditetapkan oleh Camat 
atas nama Bupati. 

"---t  O  .l  Q..:,Q..l u 

Pengelolaan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 )  
huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan/atau 
Anggaran Rumah Tangga lembaga tersebut yang disusun sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 



n 
u 

Pasa19 

( 1)  Pengurus LKD dan LKK, terdiri atas: 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; 

c. Bendahara; dan/ atau 
..J T'"ll ! .1 - - -  ----- !  .1 - - - - -  1--1---L--'t--- 

u. JJJ.UC:UJ.5 .:,c;.:,u.c:u UCJ.J.0C:UJ. .n..CUULUJ.J.C:UJ.. 

(2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

(3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan oleh 
" -  ---L -L-- - - - -  � - - - L !  \..,C:UJ.J.ct.L Q.t.ct..:, J.J.C:UJ.lct. JJU.}Jct.U. 

(4) Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  memegang 
jabatan selama 5 (Hrna) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(5) Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 
· - -- ·- !-'t--L - - 't ! - -  't- - - - - - 't - "  J .;t  \  't - - 't !  - - - - - ·  !-'t--L- ·-  ------  't--....4--.--L L- - - - L  
J.J.J.CJ.J.Jct.Uct.L _IJC:UJ.J.J.0 UC:UJ..,Y ct..n.. � \ U U.ct.J .n..ct.JJ. J.Uct..:,ct. JCl.UClLCUJ. .:,C\..C:U Cl UCJ. LU.J. U. L - U .. U U. L 

atau tidak secara berturut-turut. 

(6) Pengurus LKD dan LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD dan LKK 
lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. 

1"7\ 

\ I J 
T:'i - · - - - L  '---L--1- 
J.' VJ. .l.l.lClL UC.l.l LU..n.. 

ll: T - - - L- - - - -  
l.�C_IJULU.:,Q.J.J. 

ll: T - - - 1 -  T"- - - -  .:t  --- 
l.�C _IJC:Uct. J...JC.:,ct. UC:U.l " -  ·- _ .... '-'C:UJ..lClL 

sebag ....... .:._._ ..... n,... ....t;� ..... 1 .. sud pada ........... �+ L'l\ ..,,t_,..._ ...... "' .......... '3} sebas ....... imana tereantum CU..U..lQ. J.Q. U.U..lJ.Q..n.. Cl Cl. Cl..,YO.L \.C.J UGU..l Cl.J Cl.L \ \., a.5Q..1.J. .lCl. L\.,J.\.,CU..11.. .l 

dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

T'"ll - - ! - -  ]( 7"  __ .;t _ 

JJCl5lC:UJ. .l,._'CUU.Cl 

RT dan R\\7 

Pasal 1 0  

l 't \  ..-,.. _ ,  - - - --' - -  -  't-- ---- ·- ·  -----· ·-L-1- -- ·- ..l - · -  · --------- ·--- ·- · ·-L- ·-  ..l !  ..l - - -  
\  .1.  J  J...JC:UC:Uu. .1c:u.15.n..a. pcaa._ycu.1c:u.1 pc1..1.1c.1.1.1.1u::u.1c:u1 ucu.1 pc.1 uu .. u::,ya.wcua.u::u.1 u.1 uc;.:,a. 

atau kelurahan dapat dibentuk RT dan R\l/. 

(2) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga. 

(3) RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT untuk desa dan 3 (tiga) RT untuk 
, __ , ,_ -- 

hC.lU..lQ..l.lCUJ.. 

(4) Setiap dusun paling sedikit dibentuk 2 (dua) RW dan setiap lingkungan 
3 (tiga) RW. 

�--·-·' .. ..  .l  Q..:,CU .I. .I. 

Dalam rangka RT dan R\V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( l }  
huruf a dan huruf b, bertugas: 
a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelavanan pemerintahan; 
b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan 

dan perizinan; dan 
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah. 



Pasal 12 

(1 )  Setiap RT diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 
jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan. 

(2) Setiap RW diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 
jumlah RW yang ada di desa atau kelurahan yang bersangkutan. 

(3) Penomoran RT dan RW di desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dan 
_ _ _ _  .,_  4'n\ ..1 ! L - "- -  -1-- - ..1--- -- ·- TT- .,___ - - -- T T - -  -  t  -  �  - -  -  

a.ya.L \""I u.a.LCLCl.pA.CU.1 uca.15cu..1 J.�c;pu.u .. u:>GU..1 J.lt..C}JC1..lc.1. J.Jcoo.. 

(4) Penomoran RT dan RW di kelurahan sebagaimana dimaksud ayat { 1 )  dan 
ayat (2), ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati. 

(5) Format bentuk Keputusan Kepala Desa dan penetapan Camat atas nama 
Bupati sebagaimana dimaksud pad.a avat ( 1 }  dan ayat (2l tercantum dalam 
Lampiran huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 1 3  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat 
bersangku tan; 
dapat membaca dan menulis huruf latin; 

bersifatiuiur, adil dan berwibawa; 

mempunyai jiwa sosial; 

berusia sekurang-kurangnya 20 

menikah; dan 
sehatjasmani dan rohani. 

1""1- _ _  ,  .. ....  

J.  a..::,c:u i � 

tinggal di RT/ R\V 

tahun atau sudah 

,r ..J .,_ .l!.-:1:, ,_ : - - - - - - - · - - - -  ""''"'''° _ ..i _ , _ , _ .  

J.  Cl..l.15 UCl.}'Cl.L UlJ.llllll .::,c;;ua.5c:u pcu5u.i. u.o n. l / l'\. y y '  Q.UGU.GU.1 • 

(dua puluh) 

( 1 )  Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan cara musyawarah yang 
dihadiri oleh perwakilan warga RT. 

(2) Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT perwakilan warga 

RT yang ditunjuk. 

(3) Calon pengurus RT diajukan oleh peserta musyawarah paling sedikit 
5 (lima) orang. 

(4) Musyawarah pemilihan Pengurus RT menetapkan: 

b. Sekretaris; dan 

c. bendahara. 
(5) Susunan pengurus RT dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi setempat. 
(6) Susunan seksi dalam RT ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah 

dengan sekretaris dan bendahara. 
(7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) 

dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala 
_2 ,,_ , ,._ : ..1 - - - -  ----.£..-- .-- --------- T"\l't' 

U.Ci:>Cl./ .U,l.l Cl..l.J. .::,c UCl.5Cl..l. UQ..:,CU },IC.l.l"C LCl.}'CU.l pc;.115 U...l u..::, .l'\. l • 

(8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum 
dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



Pasal 1 5  

( 1 )  Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah mufakat oleh 
pengurus RT dan Tokoh Masyarakat. yang difasilitasi oleh Kepala 
Desa/Lurah. 

(2) Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT dan Tokoh 
Masyarakat yang ditunjuk. 

a. masing masing R'T' -,.,.-g ..... .: ...... t  ....... _ �-1�- p--m .. �'s .U..l - .l Cl. .U..1. .l J. .1..1..1.\.,.lJ. Gl.J U.n.C:U.J. \.,Q..lV.1.J. \.,.1..lbU.J. U. untuk dipilih 

' " '  T"\  :1:1 T"\------- 1"'1'1['1[1" .1 : 1 _ ,  ,.  -1---- --  ---- -  
\  "'J  .1  c.1.1.1.u..u..1cu..1 .1 c.1.15 u..1 u..:, .1. '- n u.1..1.a.n..:,a.a..1a.n.cu. .1 uc.1.15cu..1 '-'CU. a. • 

ditingkat RW; dan 
b. calon dari masing-masing RT dimusyawarahkan dalam forum 

musyawarah untuk menetapkan pengurus yang dipimpin oleh Aparat 
Pemerintah Desa atau Kelurahan dihadiri oleh pengurus RT dan 
tokoh masyarakat diwilayah RW tersebut. 

(4) Musyawarah pemilihan pengurus RW menetapkan: 

a. Ketua; 
1- C" -1---L- - ! - -  .1 - - I  -L--­ 
Uo IJC.l'UCLCU.1.:>, UCU..l/ Q.L.Cl.U. 

c. bendahara. 
(5) Susunan pengurus R\V dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi setempat. 

(6) Susunan seksi dalam RW ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah 

dengan sekretaris dan bendahara. 
(7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) 

dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala 
desa/lurah sebagai dasar penetapan pengurus RW. 

/0\ T.1 - - - L.  1- - - ! L -  - - - - -  _ _  ,._  :  .1 :  _ _  ,.  .1  - - -  .  .1 -  ----L. lO\ _ _  1.  :  _  
\UJ rv.1.1.1.10.L uc .1 .1 L.Cl.  a.\...cu.a. oc;ua.5Gt.U.1.1cu..1a. u.u..ua.n..:,u.u pa.ua. a.ya.t. \UJ .:,cua.5cu..1.1.1cu..1a. 

tercantum ��1�- 1 .... mpi .. an i...,,.,,� ... f ..... l.\,,, �.l .l.lJ. 'U.l;;U�.1..1. .lJCU.I.J. J..l .1 .lJ. U..l u. \.., 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 

Pengurus RT dan RW berhenti, karena : 

merupakan bagian yang tidak 

a. 
b. 

d. 

e. 

f. 

meninggal dunia; 
atas permintaan sendiri; 
L " -2 - 1 -  - - -- - - -  - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - -  "-- - - - -  _ ,._  •  - - - - - - - - - ·  
UUQ.h .l..l.lCU..l.l}JU. .U..lC.lQ.h.:,Q..1..lQACU.l Lu.50..:, .:,c;ua.5c:u pc.1.15u1 u.:,, 

pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT, R\\1, desa atau 

kelurahan lain; 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma 

yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan 

habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang 

baru. 



.. ..  
I  I  

Pasal 17  

( 1 )  Pengurus RT dan RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir 

masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu. 

(2) Kekosongan pengurus RT dan RW harus dilakukan penggantian pengurus 

antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan. 

(3) Pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
- - - - 1 - 1 - - !  --------------1- - - - - - - - -  T""l'T' .1--- T""l1;.1;.f 
.1.u·cac:uu.1 .1.uuoya.vvc:uc:u.1 _pc.1.15u..1 u.:, .1, .t ua..t.1 .1, n .  

(4) Masa bakti bagi pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum 

dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti. 

(5) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat RT dan RW 

yang dipimpin oleh Aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan. 

Bagian Ketiga 

PKK Desa/Kelurahan 

-n - - - 'l  't O  
.l  Q.i>a.l .l. V  

( 1 )  PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 )  

huruf c bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam 

melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. 

(2) Anggota PKK adalah warga masyarakat desa setempat baik laki-laki 

maupun perempuan, perseorangan dan bersifat sukarela. 

Pasal 19 

r"l - 1 - -  - - - - - - - -  -n'tT'{T "' - - -  ''tT-'t----'t--- .1 ! _ :... _ '\ _ _ _  -'t-1- 
'-.,C:U.V.l.L _pc.1.15\.U. u.:, .l J.""-U• J.J"C;.:x:1./ .l�"C;.lU.l C:UJ.C:U.l U.J.O.J u..n.c:u..1 V.lc;.1.1 

. . 

.i.ua..:,u1.5- J..u.a..:,ui.5 

dusurr/Iingkungan yang merupakan pcrwakilan dusun/Iingkungan, 

(2) Pemilihan pengurus PKK Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui 

musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah. 

(3) Musyawarah pemilihan pengurus PKK Desa/Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar 

dan/ atau Anggaran Rumah Tangga Lembaga terse but. 

Bagian Keempat 
.. ,, �----- 

.l�c:uc:u.15 .l C:U UJ..lQ. 

Pasal 20 

( 1 )  Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 )  huruf d 

bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menanggulangi 

masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 

(2) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh 

Anggota Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat 

untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yaitu: 

a. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa; 

b . setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 



c. dapat membaca dan menulis; 
d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna; 
e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan 

kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial; 
f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh 

pengabdian kepada masyarakat; 
g. tidak sedang menjalani hukuman; 

i. pedt 'O li terhadan lingkungannya; �-- U.o LvJ. J.J.Q. Q.}J J.J.J.J. U.J.J. Q.J.J.J.J.J , UQ.J.J. 

j .  berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun. 
(3) Susunan Pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan. 
(4) Kepengurusan karang taruna sesuai dengan keorganisasian diatur oleh 

Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang terpilih disahkan dalam 
temu karya tingkat Desa/Kelurahan sebagai pelaksana organisasi dalam 
wilayah tingkat Desa/Kelurahan dan dikukuhkan oleh kepala desa/lurah 
- - 1- -  - - !  '1" - - - 1- ! - -  TT-----�----- ..&. ! - - 't - - L.  .:I - - -  l't--1----'t- - · -  
�UC15CU J. c;J..U.U.UJ.Q. J.'LGUCUJ.5 J. CU  U.J.J.Q. LJ.J.J.f:SAG-L uc;;:,a./ AC.J.U.J.CUJ.CUJ.. 

(5\, Karang taruna danat mernbentuk ...... -:+ teknis S°'S''.,...: denzan keb ...... tuhan .I. LCU. U.J.J. pa.L J.J.J.vJ.J.J.U\:,J. LU..n. U.J.J.J.L LvAJ. .I. v U.Q.J. vJ.J.oQ..1.J. v u. L 

pengembangan organisasi dan program-programnya. 
(6) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kelembagaan karang taruna dan pembentukannya 
harus melalui forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya. 

(7) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan dan dilantik 
oleh Ketua Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi 
serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Ketua Karang Taruna. 

( 1 )  Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah 

mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah. 
(2) Calon Pengurus Karang Taruna diaiukan oleh masing-masing 

dusun/lingkungan yang merupakan perwakilan dusun/lingkungan. 
(3) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah 

mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah. 
(4) Musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam 

A - - - - - · · - · - � - - - · ·  -2 - · -  1 - ..&. - - -  -' - - - - - · - - · -  -0 - - - - - 't -  � - - - - - -  T  - - - 1- - - -  ..&. - - - - - 't- - - ..&.  
�.155c:uc:uJ. JJQ.OGU. UCUJ./ Q.LQ.U. �.155cucuJ. J.'-U.J.J.J.CUJ. J.CU155a. .l.Jc;J.J.J.UC15C1 LC.J. ..:,c;uu.L. 

Bagian Kelima 
Pokja Posyandu 

( 1 )  Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibentuk 
dengan Keputusan Desa/Lurah. 

(2) Dalam membentukan Pokia Posvandu, memperhatikan prinsip: 

a. musyawarah mufakat; 
b. struktur organisasi ramping, sedehana, dan kaya fungsi; 
c. kesetaraan; 



... .., 
, ...,  

d. keanggotaannya fungsional berdasarkan.kompetensi masing-masing 
unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam 
pengorganisasian Pokja Posyandu; 

e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan 
(3) memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat. 
(4) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu dibuat dalam bentuk berita 

acara. 

Pasal 23 

1 1 ,  n_,_ ._ '"--- -- · -.l - -  .l - - -  ,, __ , , _ _  ._ · -------- --- -- ·  "- - ---- ·  
\  .1.  J  .1  VAJCI. .1 v;:,y C:U..lU u U'f:;,;:,Q./ A'C,.lU.l Q..l.lQ..l.l .l.l.l'C,.l.l.l.f:'U.l.l.Y c:u. 1.u.5cu,. 

a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan 

Posyandu di desa/kelurahan; 
b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya 

sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan 
Posyandu; 

c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan 
altematif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan 
desa/kelurahan; 

..l • , _ ,  _ _  ,  ,_ .  .._  •• · · - - - - "- · - - - - · -  ,:  _ _  :,: .... _ _  :  --· - -- - -.&..- - - - · -  .l - - -  
u. .l.l.l'C,.lct.n.UAC:U..l U.l.l.l.lU.l.l.l5C:U..L, }J'C,.l.LJ.U.l.l.lQ.C:U..L, .1Cl.i3.1 . .l.U • .c1i3.1' J:JC;,l.l.lC:U..11.Q.UC:U..1, UC:U..l 

evaluasi terhadap p ..... nge1-1--- t .. �,...+-- A ..... - i,...;-�....:..... i .. �rl<IL- Posvandu '-' GI. '-' GI. '-'.l .LV.LGI.GI..L.l A'-'t,.lGI.U:U.l U.C::U..l A.1.1..1.'-'.1.JGI. .n.GI.U."-.l .l V 'J 

secara berkesinambungan; e. menggerakan dan mengembangkan 
partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam 
mengembangkan Posvandu; 

e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; 
f. melaporkan basil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah 

dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan. 
(2) Pokja Posyandu desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

13\ 
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Pokia Posvandu dal .... ....,. melaksanak ..... _ tusas sebagaimana dimaksud pada .l .n.Ja. .l 'J C:U..l C:U..1..1 .l.l.l .L ..;x;u..LGl..n.C:U..l u.5a. \., Cl. GU..l..l.LC:U..LGI. .l � u a. 

ayat ( 1 )  dapat dibantu oleh kader Posyandu. 

Pasal 24 

( 1 )  Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Pokja Posyandu adalah Warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
,_ ,_ _ _  ,  _ _  , _ ,  ,_ _ : , _  :  __ :  - .l ! 1  .l - - -  _ _  ,  _  
U. UC,.lAC.la.AU.Q..1.l UQ..lA, J UJ U .l ,  Q.Ull UQ..1.1 \,Q.AQ.p, 

c. penduduk desa /lra.l,,- .... i.... .... - setemn .... + .n. '-' / n.v.1u..1 c:u..1Q..L.1 "' "'.1.1.1ya.L dibuktikan dengan KTP 
atau Kartu Keluarga; 

d . dapat membaca dan menulis; 
e. berusia sekurang-kurangnva 20 (dua puluh) tahun atau sudah 

menikah; 
f. sehat jasmani dan rohani; dan 
g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan 

kemampuan pengabdian dibidang kesehatan. 
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(2) Pemilihan Pengurus Pokja Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah 
yang dihadiri oleh kepala desa/lurah, unsur RW, RT, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, pemuda, dan unsur lainnya, yang difasilitasi oleh kepala 

desa/lurah. 
(3) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari : 

a. kepala desa; 
b. perangkat desa; 

-·--- ·- .  - -  - .  1--·-- - ---- ·-- ' --  ..__ ·- .  '-'• v.a.5cu..a..a.oc::u:u. n.cu..a.a.oy cu.�a.u::u.a., 

d. organisasi keagamaan; dan 
e. anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan 

penyelenggaraan/ pengelola Posyandu. 
(4) Struktur Kepengurusan Pokia Posyandu terdiri atas: 

a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d. unit-unit sesuai kebutuhan 

I C:: \  T T . - ! L  • • •  - ! L  - - 1 - - - - ! · - - - · - -  ..l ! - - - 1 - - - - .l  - - ..l -  - - - - L I A \  .._  1 - ! · - ·  
\..JJ V.l..l..l.L-U..l..l..l.L ocua.5cu..a.UCU..l.Cl. U.l..l..l..l.Cl.hOU.U pa.ua. Cl..,YCl.L \•J, Cl..l. .l. LGU Cl.  .l.C:l.l..l..l.. 

a. unit pelayanan; 

dalam 

b. unit informasi Posyandu; dan 
c. unit kelembagaan. 

(6) Hasil musyawarah pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala 
desa/lurah sebagai dasar penetapan pengurus Pokja Posyandu. 

(7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak 

Pasal 25 

( 1 )  Masa bakti Pengurus Pokia Posvandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(2) Pengurus Pokja Posyandu berhenti atau diberhentikan, karena : 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; 
,_ - 1.. ! - - - - - 1.. - 1 • ..i.! • - .... - - • 

'-'• .a.J.a.u.a.o .a..a..a.c:i.oa. ua.n.u, a.LCl.u. 

d. tidak lagi memenuhi syarat. 

Pasal 26 

1 1 \  T"\ - 1 - -  1- - 1  T.7-L • •  ,,..  T"\ - 1 ..! -  TI - - - - - - -1 - -  1.. - - 1- - - ..i. !  ..l--- ..l ! 1.. - - 1- - - L ! 1 - - -  - - 1.. - 1 - - - -  
\ .L J  JJC:U.Cl..l.l.l. .l.J.Cl..l. J."LCLU.Cl. J. Vn..Jc:1. J. v..:,ycu..a.uu. UCJ..l.J.CJ.J.U UCU.J. UJ.UCJ.J.J.C.l..l.L.l.ACl..l.J. OCUCJ.U.UJ. 

habis masa baktinya, Pengurus Pokja Posyandu rnengadakan 

musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai Pelaksana 

Tugas Ketua Pokja Posyandu. 
(2) Hasil musvawarah sebagaimana dimaksud pad.a avat (1 )  dibuat dalam 

suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah. 



"' r  
I J  

(3) Ketua Poja Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 

3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) .  

(4) Dalam hal Pengurus Pokja Posyandu selain Ketua berhenti atau 

diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua Posyandu 

mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota 

sebagai pelaksana tugas. 

(6) Pengurus Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 

3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud 

pada avat (5). 

(7) Pemilihan ketua dan pengurus pengganti antar waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 23. 

""'- _ _  ,  t"\1''"7 

.l Cl..:>c::I.J. .&.. I 

( 1 )  Pengurus Posyandu dapat melaksanakan musyawarah anggota yang 

merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam 

pengambilan keputusan pada Posyandu tingkat desa/kelurahan yang 

diwakili oleh seluruh Pengurus Posyandu di desa/kelurahan. 

(2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan anggota. 

(3) Musyawarah Anggota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
- - L - 1 - - -  ·- 
.::,c; I...Q .. U U.U .• 

(4) 1\"US·'-T"'�'l· ....... -1... ....... nggota berfunzsi unt .. ,t, · 1\,-1 J Q. YV C:U C:U .l  C:UJ. V U\.,J.J.U. l.E, J. J. l.U.A • 

a. memilih Pengurus Posyandu; 
b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu; dan 

c . menerima dan mengesahkan pertanggungiawaban Pengurus 
Posyandu. 

Bagian Keenam 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan 

( 1 )  LPMD dan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 )  huruf f, 
bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menyerap aspirasi 

masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya 

gotong-royong. 

(2) LPMD dan LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/ atau atas 
prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah 
dan mufakat. 

(3) LPMD dan LPMK sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah 
Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat berkedudukan 
di Desa/Kelurahan, bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. 
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Pasal 29 

LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai hak 

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

"- _ _  :1  ") r.\  

.l  <1.0<l.J. ..J v 

LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi, berkewajiban: 

a. menggali swadaya dan partisipasi, masyarakat dalam pembangunan 

masyarakat desa; 

b.  membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong 

masyarakat desa; dan 

c. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

n- - - 1  ,.,  1  
.l  C1..:>c1.J. ..J .1. 

( 1 )  Pengurus LPMD/LPMK terdiri dan pemuka agama, tokoh masyarakat dan 

anggota masyarakat. 

(2) Jumlah anggota pengurus atau bidang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan keuangan Desa atau Kelurahan masing-masing. 

(3) Menyertakan keterwakilan perempuan dalam pengurus LPMD/LPMK. 

Pasal 32 

,r_ .  _ _  ..J  ....  ..l!--!1!1- -- - - · - ! - ..l !  " - · - - - · - - -  T  n 11. m  I T  n11.•TT _ ..2 _ , _ ,  ,  __ .... ..l - - -  
.l  Cl.l.l5 ua.pa.L U.l}'.1.J.ll.l u.1c;.1.1Ja.u.1 .1 c;:.1.15u..1 u..::, .LJ.l J.Y.l.LJ I u.1 .1n.1� ClUCl.lCl.l.l .1.1.1a..::,y � C1.hClL uc;:.::,a. 

ata .. ..  kelurahan 'l,T-"'_ .... mernenuhi svarat S·"""'-+ seba .... ,....: beril ...... ,+ . U. A. .1 .1 .] c:u..15 .1 J.'-,.1.1.J. .l.lU.lJ..I. 'J CU. GI.L- 'J GU GI.L '-,UGl.5C:U. U J. .LAU. L • 

a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di desa atau 

kelurahan yang bersangkutan; 

b. berusia sekurang-kurangnva 20 (dua puluh] talun atau sudah 

menikah; 

c. berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa; 

d. mempunyai kemampuan, kemauan serta komitmen yang tinggi untuk 

membangun desa atau kelurahan; 

c;. 

f. 

g. 

h. 

1. 

_ _  ,  _ _  ....  · - - - - - · - ·  ..l - · -  ,  . _  

OC.1.1<1.L JC10.l.l.lC1..l.l.l UCl.l.l .l V.l.lCl.lU, 

mampu membaca dan menulis huruf Iatin; 

tidak menjadi Anggota BPD; 

bersedia dipilih' menjadi Pengurus LPMD/LPMK; dan 

tidak meniadi aparat desa. 

Pasal 33 

( 1 )  Pemilihan Pengurus LPMD dan LPMK dilaksanakan melalui musyawarah 
_ _ _  .("_, __ .... - - - - - -  ..J ! .<" - - ! 1 ! 4. - - !  _ , _ , _  ,  , _  ..l - - -  ,, ,_ 

.l.l.lU.J.Q.hc:lL .)'Cl.l.l5 U.l.lClO.lilLCli:U v.1c;.1.1 n.c;pe1.1a. uc;.:x:1..1 .l U. .l Cl.1 .1 .  

(2) Calon Pengurus LPMD dan LPMK merupakan perwakilan dari masing­ 

masing dusun atau lingkungan. 
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(3) Masing-masing dusun atau lingkungan mengusulkan minimal 
2 (dua) orang untuk dipilih melalui musyawarah; 

(4) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan 
kesepakatan dalam rapat yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah 
dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh perangkat 
desa/kelurahan, anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan 
tokoh masyarakat. 

l e:' \  1'. lf - - - - · - - - - - - - 1 -  - - - ! 1 ! 1 - - · -  n  T  n1'.tl'� ..l - - -  T  T'\"11.tl'TT - - - - - - L - - 1 - - - - .  
\'-'} J.V.lU.i:>.)'ClWC:U.C:U.J. _pc;J.J.J.J.J.J.J.J.C:U.J. J. c;115�.U Ui:> .l.JJ. J.YJ.J.J U.G\ .. U .l.JJ. J.YJ...l�, J.J.J.c;..11c;LG1.pACU.J. • 

a. Ketua; 
b. Wakil Ketua; 
c. Sekretaris; dan 
d. Bendahara. 

(6) Mekanisme dan tata cara pembentukan Pengurus LPMD dan LPMK 
ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam 
musyawarah. 

(7) Bidang-bidang dalam LPMD dan LPMK ditetapkan oleh ketua setelah 
- - · · - - · - - - · - - - 1 -  ..l - · - - - · -  ••• - 1  •• 1 1 - - L- - -  - - 1 - - - L -  • -  .::I - - -  1- - - - ..l - 1 - - - -  
J.J.J.Ui:>.YCl.WC:U.C:U.J. U.CJ.J.f::,C:U.1 Wc:t.h.U Ac;LU.Cl, i:>CAJ.CLc::Uli:> UC'l.J.J. UCJ.J.UCUJ.CUCl.. 

(8) Hasil nembentukan ..... alon pengurus LPI\"D A6'- 1 P1\6K A:+ ...... angkan dalam P'-'"J. \.,J..1.L J. '-' VJ.J. \.,J..J.5u.1. rn. u.cu..1. u .iVJ.J. u.u.u.cu.J. cu 

Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD dan LPMK yang 

ditandatangani oleh pimpinan rapat sebagai dasar untuk penetapan. 
(9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran huruf c merupakan bagian yang tudak 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 34 

'- - . 1 - 4 ! - - - · -  
UC'l.AUJ.J..)'ct. · - - '- - - 1 - -  i:,c;UC.lU..l.l.l ..l - - - - L  .. ...::J!.1---1----L!1---- 

UCl._lJCl.L UlUCJ.U.C.lJ.UACU.J. Tl--.-- -- -·- . T T"\1'. .-� ..l--·- 1 tJ.J.f:;U.J. U.i:> .LJJ. nu.J ua.u 

berakhir, apabila : 

a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri; 

c. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus; 

d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT, RW, Desa atau 
kelurahan lain; dan 

e .  melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku dan/ atau bertentangan dengan norma-norma 
···- -- - 1- • ...l - -  ·- ..l -··- .1-·- ' - - · - - '-  - · - · -  .  ..l -.1- -- 1--1- •  ..l---- --- ---·- ---- -- 'l---L yc:u.15 .l.l.lU.U.}J UC:U.1 UC;tAC.l.l.lUClJ.J.5 UClJ.ct..l.lJ. AC.l.l.lU.U._lJC:U.J. .lJ..lClO.YCll.a.AClL. 

Pasal 35 

( 1 }  Pengurus LPMD dan LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum 
berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar 
waktu. 

(2) Kekosongan Pengurus LPMD dan LPMK harus dilakukan penggantian 
pengurus antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan. 

'"'' . n  · · - · · - -  ----- - ·---··- ,_ • · - - · - -  ., .  _ _  ,  .,  - - ..J -  ----L in, . ..2 : 1 _ 1  _ _  ,  _  
\'-'J J. c..1J.5101c:u.1 pcu5u..1 u.::, i:>c;ua.5a.uucu.1a. uu.1.lC'l.Ai:>U.U. pa.ua. a._ya.L \..t:.J U.Ua.AU.AC:U.J. 

melalui musyawarah pengurus LPMD dan LPMK. 
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Pasal 36 

( 1 )  Masa bakti bagi pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum 

dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti dan/ atau diberhentikan. 

(2) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat 

LPMD/LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMD/LPMK dan ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. 

0 1\ 0 l TT  
iJ .t :t...l.J  \I  .1.  

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 37 

1 1  \  T T  • •  1-  • •  - -  ....  -  1 - - -!  ....  T  TT� ...:1----- ----.....!-,1.. .... 1-  ...:I  ....  .,.  ....  1...  ....  -  ....  !£ .... 1,. 1- .... -!._ ... ....  _  
\  .L J  J.J.U.UU..l.l5C::U..l A'C,.LJCl .LJ.l�J.J u.ic,.1.15c::u..1 �J..l.l'C,.lll.ll..CU..l U'C,i>Q. U'C,.10.l.lClt. A'C,.1.LJ.J.UClC::U.J.. 

(2) Permusyawaratan Desa bersifat 

konsultatif. 

(3) Hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa 

bersifat koordinatif. 

Pasal 38 

( 1 )  Hubungan kerja LKK dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif. 
In\ T T  .. ..  1...  . ..  - - - -  1---!- T  l.TTT ...:1----- 1 - - '- - - -  1--- .... ------1--'--- 1 ... !---·- ...:I! 
\�J .1.1u.uu.u5c::u..1 n.c;.1Ja. .LJJ.�n. uc;u5cuJ. .u:.aJ..1ua.5a. n.c;.1.1.1a.o_yc::u.ClACl.t.C1.J..L J.c::u.uuya. u.J. 

kelurahan bersifat konsultatif den koordinatif, 

(3) Hubungan kerja LKK dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan. 

Pasal 39 

( 1 )  Setiap LKD atau LKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala 

'desa/lurah . 
. / t,o \  T - -·-·--- -·-1·-1---·--·-··- .Lo..----·- ...1.-- £.. . _  -  •  _i •  - - - - - -  . , _ _ _  1 ---- ...1 -  1--- - 1 -  
\�J UGl.}JV.lCl.l.l }-l'C,.lc:1.A.::,CUJ.ClGU..l t.u.5a.o UC::U..l .lU..1.15.::,1 Uli'>Cl.11.l}JC::U.AC::U.1 AC}JClUCl A'C}-IC::U.O. 

desa/Iurah paling sedikit 1 (satu} kali dalam 1 (satu] tahun, 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan 

secara berjenjang sesuai dengan hirarki masing-masing LKD atau LKK. 

n. A T>  ,  7TT 
jJJ:t...l.J \1 .1. .1.  

PEMBINAAN DAN PENGA\VASAN 

Pasal 40 

1 1 \  "·-,--.!..! _ _  ,_ ,  ,  ,_ .  ...3 - -  - - - - - - - · - - - -  .,_  __ ,_ _ _J ,_ _ _  .,,.  _ _  ,  _  

\  i  J  .uu.pClu 1.l.LC.LCI.AU.AC1.l.l pc;.11 . .LUJ..l.LCI.Cl.l.l UCUJ. pc;.1.15a.wa.ocu..1 L'C,.l .llel.UClp pc.1.1.1U'C.L.lt.U.AC1.J..l, 

pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LKK sebagai mitra 

pemerintah desa atau kelurahan di wilayahnya. 

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan 
pemberdayaan dan pendavagunaan LKD sebagai mitra pemerintah desa di 

desa. 
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KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 41 

( 1 )  LKD dan LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, 
tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LKK sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

(2) LKD dan LKK yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku akan 
dilakukan penataan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya 
Peraturan Bupati ini-. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Luwu. 

Ditetapkan di Belopa 

pada tanggal 6 Oktoi..4r 2.,22 

BUPATI LUWU, 

Diundangkan di Belopa 

pad-a tanggal 6i Oktobcr 2'.l22 

BER!TA DAERAH K.1\BUPATEN LUWU TAHUN 2022 NO MOR . . .  7  

Lcnovohitamarsip / D / lvo / Perbup 2022 



T A 1\.A'OTD l\ l\.T 
� u.•.L.a. .L.&.U a.a. ,  

PERA.TURJ\..1'J BUPATI UJWU 

NOMOR TAHUN 2022 

TENT ANG 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 

a. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT ATAS NAMA BUPATI 

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

1.  Format Peraturan Desa 

KABUPATEN LUWU 

PERATURAN DESA 

NOMOR TAHUN 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 

DENGAN RAIDIAT TUHAN YANG MAMA ESA 

VVU AT A. 'ft:ll'C! A 
....... . ' 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati 

Luwu Nomor . . . . .  Tahun . . . . .  ten tang Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan Kelurahan ditegaskan bahwa Lembaga 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam. huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa . . . .  tentang 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

1 T T  ....  � - - -  T T - �  .... ....  __,.  
.&.  •  '-'  .a..a.ua.a..a.5 - '-' .a..a.ua.a..a.5 

"l' .... 1- ......... 
...  a.a..&.  u..a..a. 

Pembentukan DaerQ.11 Tingkat II cli Sulawesi [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74� Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143� Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
1\T,..,....,._.,. n ............. 1-t:t� T ..... ..i,.. ............ :.,.. '1' .... 1- ......... r\l'\1 A 1'.T ................ - '7 'T' ... _.....1-.. ... 1-.. ......... 
.&.•'-&a.&."- .&.'-'-P"'-U� .a..a..a.uv.a..1.".:,.1.a .a.a.a..a.u..a..a. ,t.,V .t..• .1,v.&..a..Lv.a. , , .a.�ua.a..a.a.i.a. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pela.ksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kQli terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2021 tentang Badan 
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 21 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1  TAh.u..11 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;  

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor . .  . . Tahun . . . . tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan [Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Tahun Nomor ); 

Dengan Kesepakatan Bersama 

Bl\D&l\l' PERMUSYAWARATAN DESA 

dan 

KEPALA DESA . 

MEMUTUSKAN: 

Meneta.pkan PERATURAN DES.A TENT.ANG PEMBENTUKAN LEMBAGA 

KEMASYAR�T{ATA.'l\T DE.SA. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan 
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 

2 . Pemerintahan Desa ada lAq penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat: setempat daJam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang merupakan perwujudan' dari demokrasi dnlaro penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur Pemerinta han Desa". 

4. Pemerintah Desa adalah Pemerintaban Desa . 

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa . 

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggara lr.art oleh RadQn P�rmusyawarQfan Desa nntal{ menyepakati hal 

yang bersifat strategis. 
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7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja 
pelaksanaan pemerintahan Desa. 

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 
sesuai kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan 
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pembangunan. 

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD 
adalah wadah- yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra 
Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalarn menampung dan 
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan tna.�£\rakM di Rid.£\ng Pembangunan yang 

bersifat independen dan berkedudukan di Desa/Kelurahan. 
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Desa/Kelurahan 

untuk selanjutnya disebut: TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga 
kernasyarakatan sebagai mitra' kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan 

lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan 

penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya 

program PKK. 

1 1 .  Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah 

lembaga kernasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 
setempat dalam r£lngka pelayanan pemerLnfaha.n rhm kemasyarakatan. 

12. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah 
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar 
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat 

terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat 

sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang 

secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial. 

13. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah merupakan salah 
satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang 
dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan 
memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan 

kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. 
14. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa adalah wadah yang diakui oleh 

masyarakat ditetapkan dalam peraturan Desa dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lem baga Kemasyarakatan di Desa yang terdiri 

d ari :  
a. RT; 
b. RW; 

c. PKK Desa/Kelurahan; 
d. Karang Taruna, 
e. Posyandu; dan/ atau 
f. LPMD. 

BAB ID 

MAKSUD DA."l\I TU�JUAN 

Pasal . . . . .  

(  1  ) . Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa . 
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(2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa . . . . .  ,  yaitu: 
a dan. 
b. . . 

BAB . . . .  

TUGAS D_l\..1\J FlINGSI 

Pasal . . . .  
(  1 )  Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi : 

a. 

b 

,, _ ,, , , ,, , , , ,, , , ,, , ,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  dan 
c. . . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

mempunyai fungsi : 
a _ _ ; 
b ; dan 
c . 

BAB . 
KEPENGURUSAN 

Bagian Kesatu 

Pasal . 

( 1 }  

{2) 

Dst. 

Bagian Kedua 

Pasal . 

( 1 )  

(2) 

dst. 

BAB . . . . .  
HUBUNGAN KERJA 

Pasal . 

(1) 

{2) 

dst. 

BAB . . . . .  
PEMBINAAN D&l\1 PENGAWASAN 

Pasal . 

(1 )  

(2) 

dst. 
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BAB . . . . .  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal . 

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa . . . . . Nomor . . . . . Tahun 

. . . . .  tentang (Lembaran Desa Tahun Nomor ), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal . 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa . . . .  

Ditetapkan di . 

pada tanggal, 

KEPALA DESA . 

Diundangkan di . 

pada tanggal 

SEKRETARIS DESA . 

LEMBARAN DESA.. . .  . .  .  .  .  . .  . .  .  . .  .  TAHUN . . . . . . .  . .  .  .  .  .  NO MOR . 
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2. Format Keputusan Camat 

• \II 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU 

KECAMATAN .  

KEPUTUSAN CAMAT 
NOMOR: 

1'ENT.i\..1'!G 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

CAMAT , 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal Peraturan Bupati 
Luwu Nomor Tahun ten tang Lembaga Kemasyarakatan 
Desa dan Kelurahan, bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan 
dibcntuk dan ditetapkan olch Camat atas nama Bupati; 

Mcngingat 

b. h!l h,u!li �rrl!lc:l.orlr!ln l)Prtim bangan sebagaimana r1;m!l lrQ.11rl pada 

huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan ; 

Undang Undang Namer 29 Tahun 1959 tcntang Pernbcntukan 

f)Qpra,h 'T'ingkat IT rii S11la,,,:rp,;;:-i (l Prnh!lr!ln Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggaraan 
Negara yang Bcrsih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dun 

Nepotisme (Lem ha, r!l n Nega r!l Rpp11 hl-ilr l ndonesia 'T'ai h11  n  1  OQQ 

Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembcrantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Ta hun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah 

(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia T'ah un 2004 Norncr 126, 

'I'ambahan l Pmh!lr!ln Nega ro RPp11hl1k Indonesia Nnmnr 443R}; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembcntukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nemer "03-'!.) scbagaim aria tclah &. 't..... U..i. .t ..._ '\. & .I &.  ....  .1.i.'v &.U.. &.'OV.u..>.V V� > U.. U.. CA..J. 1.. •u..1. 

diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 T'ah un 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Dacrah (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 

1  
i. 

Nornor 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tent.ang 

Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa [Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun . . .  . .  . . .  .  tentang 

(Serita Desa Tahun Nomor ); 

MEMUTUSKA�l\l : 

Menetapkan : • KEPUTUSAN CAMAT TENT ANG PEMBENTUKAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sebagai berikut : 

1. .  '  

2. . ; 

3. dst. 

Togas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut : 

1 .  .  '  

2. . ' 

3. . ; dan 

4. dst. 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan . 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . 

pada tanggal 

A.11. BUPATI LJ.JWU 

CAMAT . 

NIP. 

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1 .  Bupati Luwu (sebagai laporan); 
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa; 
3. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa; 
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa; 
5. Lurah di Tempat; 
6. Pertinggal. 
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h. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TF.NTANG PENETAPAN PENGURUS 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT AT AS NAMA 

BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

KELUR AJ-!A .. 11! 

1. Format Keputusan Kepala Desa 

KEPALADESA 

KABUPATEN LUWU 

KEPUTUSAN KEPALA DESA . 

NOMOR . 

TENT ANG 

PENETAPAN PENGURUS . 

TA.."'!UN . 

KEPALA DESA , 

Menimban a. bahwa berdasarkan ketentuan PasaI Peraturan Bupati 

LU\VU Nornor . rr,...h,, .... 
l,.U,..1..1,......U,..,I. • • • • • • • • •  tcntang , 

Mengingat 

ditegaskan hcih,,.,a pPng11r11� J  embaga kemasyarakatan de sa 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa . 

tcntang Pcnetapan Pengurus Tahun ; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republic Indonesia Nemer 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 1 ?  Tahnn ? 0 1 1  tentang Pernbentukan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang Nemer 15 Tahun 2019 (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nemer 5195}; 
4. PPr!Jlt11rcan PPmPrint!lh Nnmnr 4 � T�h11n ? C\ 1 4  tentang PPr�t11r�n 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

5. Pcraturan Mcntcri Dalarn Ncgcri Nemer 18 Tahun 2018 tcntang 

T embaga Kernasyarakatan npc;;:,_� n�n T ernbaga Ari�t nP<::.!:I [Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569): 
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6. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1  Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611 ) ;  

9. Peraturan Bupati LUWU Nomor Tahun tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Luwu Tahun Nomor ); 

MEMUTUSKA�"l : 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMFAT 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENT ANG PENETAPAN PEN GURUS . 

TAHUN . 

Menetapkan Pengurus . . . . .. Tahun . . .. . . dengan susunan pengurus 

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, 

Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki 

tugas sebagai berikut :  

1 ; 

2 ; dan 

3 dst. 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 

sumber pendapatan lainnya yang sah. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . 

pada tanggal 

KEPALA DESA . 

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 

1 .  Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa; 

2. Camat . . . . . . . . . .  di tempat; 

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa . . . . . . . . . . . . . . . di tempat; 
4. Ketua . .  .  .  . .  .  di tempat 

5. Pertinggal. 



1-0. 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA . 

NOMOR ; . 

TANGGAL . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SUSUN-A!l PENGU.RUS, •• ••••• ••• • • • • • • • • • • •  

TAHUN 

KETUA 

SEKRETARIS 

BENDAHARA 

BIDANG-SESUAI DENGA..1'1 KEBU.TUBAN. 

DST 

KEP ADA DESA • • • • • • • • • • • •  



1 1  

2. Format Keputusan Camat 

Menimbang 

Mengingat 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU 

KECAMATAN .  

KEPUTUSAN CAMAT . 
NOMOR: .  

TF:NTANG 

PE NET AP AN PEN GURU KELURAHAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TAJ-JUN . 

C.'\11i\.T . 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal . . . . . . . . . . . Peraturan Bupati 
Luwu Nomor. Tahun tentang bahwa 
pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan penetapannya 
d apat dilimpahkan kc kccamatan untuk ditetapkan dcngan 

keputusan Carnat; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu ctitetapkan dengan Keputusan 
Camat tentang Penetapan Pengurus Kelurahan 

'T'..-."" •• ..... . 
• • • • • • • • • .. <,L.O.i\,..li.O. • • • • • • • • •  '  

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
1 .nO"Y'h ............... l'\T ........................ Ro. .... nh1;1, , .... .rl ........... csi .... Nomor 1 822)· 
J...A.,i.0..1.LJU.ir..l..l..l .1•v5a1.u. 1. '-jJU.U.lLL" , 1.  ..  '-1.Vl.l.'v .u;.1.. 1. V.&. .... , 

28 Tahun 1999 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nemer 3851} sebagaimana tclah diubah dcngan 

I Jndang-I lndang Nomor 30 Ta hun 2002 tentang Kornisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

'l  
v, Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan 

KP11:;:1ng!:ln a,:nt�r� PPmPrint!=lh P11Q.!lt rl!:ln PPn'lPrint�h!:ln n!:IPr!lh 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Pcraturan Perundang-Undangnn (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia 'T'!lh11n ? 0 1 1  Nnmnr R?, 'T'QtTih!lh!:ln 1 embaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor . .  . .  Tahun . . . .  .  . . tentang . 

{Betita Desa Tahun Nomor . 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT . TENT ANG 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

PENETi\PA."l PENGURUS KELURAHA.�1'1 TA..lfilN . 

Menetapkan Pengurus . . . . . . . . Kelurahan . . . . . . . . . . Tahun . 

dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam 
lampiran keputusan ini. 

Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki 

tugas : 

1. .  '  

2. . ' 

3. . ' 

4. dst. 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 

dibe bankan pada Anggaran Kelurahan . 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . 

pada tanggal 

An. BUPATI LUWU 

CA.'M:i\T . 

NIP. 

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 

1 .  Bupati Luwu [sebagai laporan); . 

2. Inspektur Daerah Kab. Luwu, di Belopa; 

3 . Kepala DPMD Kab. Luwu, di Belopa; 

4 . Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu, di Belopa; 

5. Kelurahan . . . . . . . . . . . . . di Tempat; 

6. Pertinggal, 



1-3 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT . 

NOMOR 

TANGGAL 

SUSDl'!�.N PENGU.RUS ••••••••••••••••••••• 

TA.HUN 

KETUA 

SEKRETARIS 

BENDAHARA 

BlDANG SESUAI DENG.AN KEBU.TUHAN. 

DST 

An. Bupati Luwu 

Camat ••••••••.••••••• . 

NIP 

'  .  
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c. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN 

BERITA ACARA 

Berkaitan dengan pembentukan pengurus di Desa . . .  .  . .  Kecamatan . 

Kabupaten Luwu, pada : 

Harl dan Tanggal 

-Jam 

Tempat : . 

telah diadakan acara rapat yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, 

BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan 

narasumber ada 1.A}i : 

a. Materi 

b. Pimpinan Rapat dan Narasumber 

Pimpinan Ra.pat : ---------------------- d.Qri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Notulen : --------------------- dan . 

Narasumber : --------------------- dan . 

----------------------- dan seterusnya 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat 

menyepakati beberapa ha! yang berketetapan menjadi kesepakatan .Qkhir dari 

musyawarah yaitu : 

1 . 

2 . 

3 . 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ' 

. . . . . . . . . . . . .  ,  tanggal ' . 

Pimpinan Rapat, 

( ) 



1 5  

FORMAT DERITA ACARA MUSYAWARAH PEMILIRAN 

PEll'Ci-lJltlJS .. • . • . . . . . . . • • . . .  

BERITA AC.ARA 

RAPAT PEMILIH.4-..N' PENGURUS . 

Berkaitan dengan pembentukan pengurus di Desa Kecamatan . 

Kabupaten Luwu, pada : 

Harl dan. Tanggal 

Jam 

Tempat . 

telah diadakan acara rapat yang clihadiri oleh Kepala Desa/Lurah dan warga 

masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Materi yang dibahas dalarn rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat clan 

narasumber adalah 

a. Materi 

b. Pimpinan Rapat dan Narasumber 

Pimpinan Ra pat : ---------------------- dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Notulen : --------------------- dan . 

Narasumber : --------------------- dan . 

----------------------- dan seterusnya 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat 

menyepakati beberapa ha! yang berketetapan menjadi kesepakatan "k!i.ir dari 

musyawarah yaitu : 

1 . 

2 . 

3 . 

Demikian Berita A-Cara ini dibuat dan disahk an dengan penuh tanggung jawab agar 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ' 

. . . . . . . . . . . . .  ,  tanggal ' . 

Pi.mpL�..-11 Rapat, 

( ) 



16 

rl. FORMAT KEPUTLJSAN KEPALA DESA DAN Kl.:PLJTUSAN CAMAT ATAS NAMA 
BUPATI TENTANG PENETAPAN PENOMORAN RT/RW 

1. Format Keputusan Kepala Desa 

KEPALA DESA . 

KABUPATEN LUWU 

KEPUTUSAN KEPALA DESA . 

NOMOR : TAHUN 

TENT ANG 

PENETAPAN PENOMORAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA 
LINGKUP DES.l\ . 

KEPALA DESA , 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan 

Mengingat 

Bupati LU"IN"U Nomor .. .  Tahun tentang , 
ditegaskan bahwa penomoran RT dan RW,, di Desa ditetapkan 
dengan Keput.usan Kepaia Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
diruaksud. pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala 
Desa tentang Penetapan Penomoran Rukun 
Tetangga dan Rukun Warga Lingkup Desa ; 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran " 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembcntukan 
Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Tuhun 2011  Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nnrnor 5234) sebagaimana tt>l"lh din bf> h de ngan 

Undang-Undang Nomor 15 Ta hu n 2019 (Urnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6398); 

3. Undang Undang Nemer 6 Tahun 2011 tcntang Dcsa 
(T Pmh!lrCln NPo!lrta RPnnhlilr Tnrln.nPll:l:ici rr'!lh11n ?fl 1 4.  Nn,nnr 7 
,�..,•••-w.-.•• " ' "' Z:, ...._  .......  ••"'1 "'""'�· • • • _ ._.  .• .,.., ........ · --- · - • •  _ ._. � '  · · - - • • '-' •  •  J  

Tamba.han Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
4. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 
tcntang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

? () l d.  Nornor 'J l ".l.
1  

'T'!lmh!lh!ln I pmh!lr!ln Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539): 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Dcsa (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tal1u11 2018 

Nornor 569); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1  Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
'7  ,  . .  

8. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 18. TfL11.un 20.18 

tentang Lembaga Kemasyerakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 569); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1  }; 

9. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Tahun Nomor ); 

MEMUTUSKllN : 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETlGA 

KEEMPAT 

KE LIMA 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENOMORAN 

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA LINGKUP DESA. 

Menet.apkan Penomoran Rulrun Tetangga dan Rukun Warga 
Lingkup Desa , sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini. 

Penomoran RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi 

nomor unit mulai rlari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT 

yang ada di RW yang bersangkutan. 

Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor unit mulai dari angka 
1 (satu) sampai dengan jumlah RW yang ada. 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 
dibebankan pada z: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 

sumber pendapatan lainnya yang sah. 

keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . 

pada tanggal 
KEPALA DESA , 

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1 .  Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa; 

2. Camat di Tempat; 
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Tempat; 

4. Ketua di tempat; 
5. Pertinggal. 



1 0  
1·v 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA . 

NOMOR 

TANGGAL : 

URUT.A�� PENOMORA.T\l RT Di\N RW 

1.  Dusun . 

No 
Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga 

Keluarga (RT) (RW) 

1 .  1  1  

2". 

dst 

1 .  2 1 

2. 

dst. 

1 .  1  2 

2. 

dst. 

1 .  2 2 

2. 

dst. 

2. Dusun . . . . . . . . . . . . . .  

1  2  

2  . .  

I  I  I  
dst. 

1 .  4 
f)  

""  
2. 

dst. 

No. 
Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga 

Keluarga {RT}. {R\l!). 

1 .  3  2  

I  +· I 

1 .  

2. 

dst. 

2 2 
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2. Format Keputusan Camat 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU 

KECAMATAN . 

KEPUTUSAN CAM AT . 
NOMOR: . 

PENETA.P.I\N PENOMORt\..111 RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA 

DI KELURAHAN . 

r» I\ l ,f I\ 'T' 
..................... � ._ . 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketenruan ayat (4) Pasal 13 Peratu.ran Bupati 
Luwu Nomor .. . . Tahun . . . . . ten tang bahwa 
Penomoran RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan 

b. bahwa hPrrl!:1<::!.lrk!.ln pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, rnaka perlu ditet.apkan dengan Keputusan Camat 
. . . . . . . . . . . .  tentang. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Penetapan Penomoran Rukun 
Tetangga Dan Rukun Warga di Kclurahan ; 

Pernbentukan Daerah Tingkat !! di Sulawesi (l Pmh!.lr!:ln Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Kcrupsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 1 -:\ 7  'r!:lrnh.!:lh!.ln 

-- • 1 

T .P m h !::l r !.l n  Negara Republik 

Indonesia Nornor 4250); 
3 .  Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Tambahan l .Pmhgrgn Negara Republik l1,rinnP'-1'i!:l Nnmnr 4.4.'::\R); 

4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2 0 1 1  tent.ang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 

dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2019 (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, Tamhahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6398); 
5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 

Nornor ?a.a., 'T'.amhaJ,can I pmh.ar.an Negara RPp11 hlilr Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah dengan Undang- 



")/'\ 
c..v 

Undang Nomor g Tahun 201:i [Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

6. Peraturan Pemerintah Nemer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18  Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa [Berita 
Negara Republik TndonpQ.u:1 T.Ah11n 'Jfl 1 R No:mor CviQ); 

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor . . . . .  .  .  Tahun 

tentang.. . . . . . . . . . . .  (Berita Desa. . . . . . . . . . . . .  Tahun 

Nomor.. . . . . . . . . . .  ); 

ME1\1UTUSKA�"'"i : 

Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT TENT ANG PENETAPAN PEN OM ORAN 

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN . 

YJ;SATU Menetapkan Penomoran' RT dan RV,,' di Kelurahan 

sebagaimaaa tercantum nAki:m ]Ampir.An keputusan ini. 
. . . . . . . . . . . . . .  '  

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KE LIMA 

Penomoran RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberi 

nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT 

yang ada di RW yang bersangkutan. 

Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor urut mulai dari angka 

1 (satu) sampai denganjumlah RW yang ada. 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Kelurahan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . 

pada tanggal 

An. BUPATI LUWU 

CAMAT . 

NIP. 

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 

1. . Bupati Luwu (sebagai laporan); . 
2. Inspektur Daerah Kab, Luwu di Belopa; 

3. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa; 

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa; 

5 .  Lurah . . . . .  di Tempat; 

6.. Pertmggal. 
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LAMP IRAN :  K.EPUTUSAN CAMAT ---- ... ·-----­ 

NOMOR 

TANGGAL : 

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW DI KELURAHAN 

1 .  Lingkungan . 

Rumah /Ke.pala Rukun Tetangga Rukun Warga 
·No. 

Keluarga (RT) (RW) 

1 .  1  1  

2. 

dst. 

l. 2 l 

2. 

dst. 

1 .  1  2 

2. 

dst. 

1 .  2 2 

2. 

dst. 

2. Lingkungan . 

No. 
Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga 

Keluarga (RT) (RW) 

1 .  3 2 

2. 

dst. 

1. 2 1 

2. 

dst. 

t .  4 2 

2. 

dst. 

1 .  2 2 

2. 

dst. 

An. Bupati Luwu 

Camat . 

-------------------- -- 

NIP 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT --�-----­ 

NOMOR 

TANGGAL : 

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW DI KELURAHAN 

1 .  Lingkungan . 

Ruroab/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga 
No. 

Keluarga (RT) (RW) 

1 .  1  1  

2. 

dst. 

1. 2 l 

2. 

dst. 

1 .  1  2 

2. 

dst. 

1 .  2  2 

2. 

dst. 

2. Lingkungan . 

No. 
Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga 

Keluarga (RT) (RW) 

1 .  3 2 

2. 

dst. 

1 .  2 1 

2. 

dst. 

1 .  4 2 

2. 

dst. 

1 .  2  2 

2. 

dst. 

An. Bupati Luwu 

Camat . 

NIP 


